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PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DHANARTA DWIPRIMA
KOTA BONTANG
Kantor Pusal : Jalan Ahmad Yani No_ 43 Telp (0548) 3035843,3035870 Kode Pos 75311
KALIMANTAN TIMUR
Nomor W/ Ok, oo [ RV, By [\ /rers Bontang, 31 Januari 2025
Lampiran : Laporan Tata Kelola Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

UP. Bagian Pengawasan BPR

JI. H. A. M. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan llir, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

Perihal : Penyampaian Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Laporan Tata

Kelola Tahun 2024 PT BPR Dhanarta Dwiprima Kota Bontang

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kewajiban BPR untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Tata Kelola

(Good Corporate Governance) sesuai dengan ketentuan:

POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS;
SEOJK No. 12/SEQJK.03/2024 dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi BPR/BPRS;
POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi

Kondisi Keuangan bagi BPR/BPRS, serta
SEOJK No. 16/SEOJK.03/2024 dan SEOJK No. 17/SEQJK.03/2024 tentang Pelaporan dan

Transparansi Kondisi Keuangan,

Melalui surat ini, kami menyampaikan Laporan Tata Kelola PT BPR Dhanarta Dwiprima Kota Bontang
untuk periode Desember Tahun 2024. Sesuai ketentuan, laporan telah kami unggah melalui Aplikasi

Pelaporan Online OJK (Apolo)

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami

ucapkan terima kasih.

PT BPR DHANARTA DWIPRIMA KOTA BONTANG

Mewakili Direksi,

4]

RUSIDANA, S.E
Manager Operasional

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DHANARTA DWIPRIMA
KOTA BONTANG

Kantor Pusal : Jalan Ahmad Yani No. 43 Telp (0548) 3035843,3035870 Kode Pos 75311
KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 09/B-4.005/BDD-Btg/V/2025 Bontang, 06 Mei 2025
Lampiran : Laporan Tata Kelola Tahun 2024
Kepada Yth.

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) dan
Media Bank Perkreditan Rakyat (Media BPR)
Di

Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Kepada Perbarindo & Majalah BPR Tentang Laporan Tata
Kelola Tahun 2024 PT BPR Dhanarta Dwiprima Kota Bontang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari DPP Perbarindo Nomor 078/DPP-PERBARINDO/I/2025 tanggal 30
Januari 2025 perihal Himbauan Penyampaian Laporan Tata Kelola BPR Periode Tahun 2024, yang
diubah dengan Surat No. 350/DPP-PERBARINDO/IV/2025 tentang batas akhir penyampaian
Laporan Tata Kelola adalah sampai dengan tanggal 06 Mei 2025.

Sehubungan dengan hal di atas, melalui Surat ini, PT BPR Dhanarta Dwiprima Kota Bontang akan

mengirim Laporan Tata Kelola melalui Sistem Informasi Perbarindo di laman www.perbarindo.org.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/lbu, kami

ucapkan terima kasih.

PT BPR DHANARTA DWIPRIMA KOTA BONTANG

Mewakili Direksi

W

RUSIDANA, S.E
Manager Operasional

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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Tanda Bukti Kirim QKK

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dhanarta Dwiprima Kota Bontang

Pelaporan Nomor Referensi

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional 798412-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601125-
31012025202439

Periode Data User ID Petugas Pelaporan

S2 2024 adamdhanarta@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK Tanggal Terakhir Upload Laporan

21 | 21 2025-01-31 20:24:39

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah
Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Tanggal Cetak 02/05/2025 10:16:33 WIB Dicetak Oleh adamdhanarta@gmail.com 1 dari 1
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I8 email info@bankdhanarta .com
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SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Manhdiri Consulting
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LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (OJK) .
PT BPR DHANARTA DWIPRIMA

BAB |
PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility),
independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Dhanarta Dwiprima mengacu pada berbagai
regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar
penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang
diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank
Perekonomian Rakyat Syariah

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang
diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian
Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang
diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga
Jasa Keuangan

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang
diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang
diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian
Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang
diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang
diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang
diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang
diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
di Sektor Jasa Keuangan

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang
diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya
Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang
diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR DHANARTA DWIPRIMA Halaman 1 dari 10



PT BPR DHANARTA DWIPRIMA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (OJK) 0

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang
diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang
diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang
diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/P0OJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang
diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/P0OJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021
yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank
Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/P0OJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang
diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 34/P0OJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga
Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/P0OJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang
diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi
Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang
diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016
yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan
Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/P0OJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang
diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang
diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOQJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016
Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016
Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEQJK.03/2017 tanggal 6 April 2017
Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEQJK.03/2019 tanggal 13 November 2019
tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum
Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEQJK.03/2021 tanggal 22 November 2021
tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021
Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEQJK.03/2019
Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEQJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023
Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas
Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023
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Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam
Kegiatan Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024
Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan

Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola,
Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan
pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat peningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR DHANARTA DWIPRIMA

1

Transparancy (Keterbukaan)

Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak
memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Accountability

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Manajemen Perusahaaan berdasarkan
ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Culture Values), sasaran
usaha dan strategi Perseroan serta memiliki rewards and punishment system.
Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan
tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan
(conflict of interest)

Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan
dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Dhanarta Dwiprima juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Dhanarta Dwiprima sebagai perusahaan
yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia
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BAB li
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat : |JL. AHMAD YANI NO.43 RT 08 BONTANG UTARA,
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

Nomor Telepon : [(0548) 3035843, 3035870

Penjelasan Umum :|Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola
perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitaas
(accountability), pertangunggjawaban

(responsibility), independensi (independency), dan
kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas
usahanya.

Peringkat Komposit Hasil Penilaian . |Peringkat 3
Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil o -
Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata

Kelola Manajemen PT BPR Dhanarta Dwiprima telah

melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara
umum cukup baik. Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata
kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan
prinsip tata kelola, secara umum kelemahan
tersebut cukup signifikan dan memerlukan
perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1 |NIK : 6474010407710004
Nama : PEPEN HARTONO
Jabatan : 0100 - Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab  : -
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1 |NIK 1 -6474026410840004
Nama : -YENI RATNAWATI
Jabatan : 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi
Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab : -

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR DHANARTA DWIPRIMA Halaman 4 dari 10
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',

3.

No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1

T |INIK 1 6471042104450001
Nama . KOESNADI KOHARSOEBROTO
Jabatan . Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

NIK : 6471052007580002
Nama : BAMBANG SUDARMANTO
Jabatan : Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab  : -

Tugas dan Tanggung Jawab  : -

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
a.

Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1

Komite Audit
Tugas dan Tanggung Jawab .

Program Kerja L.

Realisasi -

Jumlah Rapat -

2 |Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab .

Program Kerja .

Realisasi T

Jumlah Rapat -

3 |Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab i

Program Kerja .

Realisasi L.

Jumlah Rapat -

4 |Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab .

Program Kerja L.

Realisasi -

Jumlah Rapat -

5 |Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab .
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Program Kerja :-

Realisasi T

Jumlah Rapat -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

Komite

Pihak

Keahlian Remunerasi
Independen

Pemantau Manajemen
. dan L
Risiko I Risiko
Nominasi

Lainnya

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA
BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Persentase
Kepemilikan
(CORELDT
Sebelumnya

Persentase Nominal (Rp)
Nominal (Rp) Kepemilikan Tahun
(%) Sebelumnya

Nama Anggota
Direksi

6474010407710004 | PEPEN HARTONO
2 |-6474026410840004 | -YENI RATNAWATI

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Persentase
Kepemilikan
(CORELDT
Sebelumnya

Persentase Nominal (Rp)
Nominal (Rp) Kepemilikan Tahun
(%) Sebelumnya

Nama Anggota
Dewan Komisaris

BAMBANG

1 16471052007580002 SUDARMANTO
KOESNADI

2 16471042104450001 KOHARSOEBROTO

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA
PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
. Persentase
Nama Anggota Direksi Sandl'Bank Nama Per.usahaan Kepemilikan
(=11} Lain
(%)
2.

Persentase
Kepemilikan
(%)

Sandi Bank Nama Perusahaan
Lain Lain

Nama Anggota Dewan Komisaris
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HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keuangan

Nama Anggota Direksi . . Anggota Dewan Pemegan

At Pl gKgomisaris Sahfm s
1 | PEPEN HARTONO [6474010407710004 tidak ada tidak ada tidak ada
2 |-YENI RATNAWATI | -6474026410840004 tidak ada tidak ada tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan Keuangan

Nama Anggota Dewan
Anggota Dewan Pemegang

Komisaris Saham

Komisaris Anggota Direksi

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keluarga

Nama Anggota Direksi . . Anggota Dewan Pemegan

Angzota Direksi %(%misaris Sahgm &
1 | PEPEN HARTONO |6474010407710004 tidak ada tidak ada tidak ada
2 |-YENI RATNAWATI |-6474026410840004 tidak ada tidak ada tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan Keluarga

Nama Anggota Dewan
Anggota Dewan Pemegang

Komisaris Saham

Komisaris Anggota Direksi
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G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Direksi Dewan Komisaris
Jenis Remunerasi
(dalam 1 tahun) Jumlah Jumlah Keseluruhan Jumlah Jumlah Keseluruhan
Orang (Rp) Orang (Rp)
1 | Gaji 2 216.000.000 2 288.000.000
2 |Tunjangan 2 130.800.000 2 144.000.000
3 [Tantiem 2 0 2 0
4 | Kompensasi berbasis saham 2 0 2 0
5 |Remunerasi lainnya 2 0 2 120.000.000

Total Renumerasi 346.800.000 552.000.000

Jenis Fasilitas Lain

1 [Perumahan tidak ada 0| tidak ada 0
2 |Transportasi tidak ada 0| tidak ada 0
3 | Asuransi Kesehatan tidak ada 0| tidak ada 0
4 |Fasilitas lainnya tidak ada 0| tidak ada 0
Total Fasilitas Lain 0 0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain 346.800.000 552.000.000
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.
Keterangan Perb?ar}cgi)ngan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 4,44
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) 1,54
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang 100
terendah (b) !
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) 2,92
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) 2,19

I.  PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan

1 2024-9-7 6 TINDAK LANJUT FRAUD OLEH DIREKTUR KEPATUHAN
2 2024-12-24 2 Rencana Bisnis 2025
3 2025-5-20 2 Realisasi RBB 2024

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Frekuensi Kehadiran Tingkat

Nama Anggota Dewan Komisaris . Kehadiran
Fisik Telekonferensi (dalam %)
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K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Jumlah Penyimpangan Internal
(Dalam 1 Tahun)

Anggota Dewan
Komisaris

2023 2024 2023 2024 2023 2024

o
B B e
02 - 01

Anggota Direksi Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

2023 2024

Total Fraud

Telah Diselesaikan

Dalam proses penyelesaian

Belum diupayakan
penyelesaiannya

Telah ditindaklanjuti melalui
proses hukum

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Jumlah (satuan)

Permasalahan Hukum

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Dalam proses penyelesaian 2
Total 2

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pihak yang Memiliki Benturan Nilai
Kepentingan

Pengambil Keputusan Jenis | Transaksi

Transaksi (Jutaan
Nama Jabatan NIK Nama IELETE]] Rupiah)

Keterangan

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Tanggal Jenis Kegiatan . . Penerima Jumlah Dana
e Pelaksanaan (Sosial/Politik) Feela i Dana NIRRT (Rp)
1 12024-07-17 |Sosial berisi ceramah dan yayasan anak |- 10.000.000
bagi hadiah dan yatim bontang

santunan simbolik
kepada yayasan
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0. PENUTUP
Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Dhanarta Dwiprima ini selain untuk
keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan
untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT
BPR Dhanarta Dwiprima. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara
Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen
yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses,
pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sarmpaikan
Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Dhanarta Dwiprima ini agar menjadi
gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Dhanarta Dwiprima, Terima Kasih.

Demikian laporan tata kelola ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan
perusahaan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
pelaksanaan tata kelola yang baik dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan ke depan.

Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Bontang, 31 Januari 2025
Persetujuan Pengurus PT BPR Dhanarta Dwiprima Kota Bontang

ADAM MUKHSIN, S.H
PE KEPATUHAN/MANRISK

Mengetahui, Yang Mewakili Direksi :

R e

RUSIDANA, S.E
Manager Operasional

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

	Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Dhanarta Dwiprima
	Lembar Terakhir GCG

